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Abstrak

Salah satu upaya yang paling mendasar untuk menjamin pencapaian
kualitas tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus memenuhi hak anak
adalah memberikan ASI bagi anak sejak lahir hingga usia dua tahun. Donor
ASI menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan program ASI ekslusif
yang kini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Kanada,
Amerika Serikat, Australia, dan Cina untuk mensukseskan ASI eksklusif.
Negara-negara tersebut banyak mendirikan Bank-bank ASI yang khusus
menyalurkan ASI kepada bayi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2014 tentang Donor ASI Penelitian ini mengunakan
metode studi pustaka dengan bahan rujukan utamanya adalah publikasi hasil
penelitian yang terkait dengan Kebijakan Publik Perda, Donor ASI, Donor
ASI perspektif Islam, Donor ASI perspektif Kesehatan.

Hasil dari penelitian ini adalah, kebijakan Donor ASI sesungguhnya
sangatlah membantu dan menjadi sangat penting. Dalam ranah teoritik,
kebijakan soal donor ASI sesungguhnya pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mentri Kesehatan, di dalamnya
mengatur dan menghimbau berbagai regulasi tentang Donor ASI. Atauran
pada tingkat yang lebih rendah dalam hal ini Perda, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang ASI
Ekslusif yang di dalamnya Pasal 9 telah memuat aturan mengenai donor ASI.

Observasi di lapanagan dampak dari kebijakan donor ASI masih
kurang maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang
Perda Donor ASI tersebut, instansi-intansi kesehatan seperti RSI Sakina
Idaman, RS JIH, RS Hidayatullah, RS. PKU Muhammadiyah, RS.
Harjolukito, RS. Betesda serta masih banyak lagi RS yang belum
menyediakan Bank ASI untuk pasien yang tidak dapat memberikan ASI nya
kepada anaknya. Untuk intitusi pemerintah seperti (Kantor Desa, Kabupaten
Kota,dan Lain Sebagainya) dan swasta (perguruan tinggi serta institusi
lainya) juga belum menyediakan fasilitas untuk Pojok ASI. Indonesia
memiliki lembaga AIMI (Asosiasi lbu Menyusui Indonesia) di antara
perwakilan cabanya ada di Yogyakarta, namun kegiatan tersebut belum
maksimal dikarenakan kurang nya fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah
untuk mendukung program yang ada di AIMI tersebut. Kedepanya
pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan program donor ASI ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ b Be
< ta’ t Te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
z jim j Je
d ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
2 dal d De
3 zal z Zet (dengan titik di atas)
J ra’ r Er
J zai z Zet
o sin S Es
o syin sy Es dan Ye




sad
dad
ta
za
‘ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’

hamza

ya

es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

3dxia

XS

ditulis

ditulis

muta addidah

“iddah

Xi




C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

4aSa

ile

ditulis

ditulis

Hikmah

“illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

BRPEERES

ditulis

karamah al-auliya®

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

atau h.
kil 3 ditulis zakatul fit{ri
D. Vokal Pendek
Ay fathah Ditulis A
J ditulis fa’ala
- ditulis i
K3 kasrah
ditulis zukira
ditulis u
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Ry
dammah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis A
Alals ditulis Jjahiliyyah
2 fathah + y&’ mati ditulis a
(s ditulis tansa
3 kasrah + y&’ mati ditulis 1
ps ditulis karim
4 dammah + wal mati ditulis i
o= R ditulis Sfuriid
F. Vokal Rangkap
1 fathah + y&” mati ditulis Ai
aSin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis ail
Jss ditulis qaiilun
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G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
Al ditulis a’antum
el
IS el ditulis u’iddat
ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

oAl

el

-

ditulis

ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas

2.Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

slandl

el

ditulis

ditulis

as-Sama’

asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

s Al 550

Jaudl Jal

ditulis

ditulis

Z|awi al-furiad{

ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi kewajiban kita semua untuk mempersiapkan anak sejak dini
menjadi anak yang sehat, cerdas dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-
nilai bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang paling mendasar untuk
menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang anak secara optimal
sekaligus memenuhi hak anak adalah memberikan ASI* bagi anak sejak lahir
hingga usia dua tahun.?

ASI adalah hak asasi yang harus didapat oleh setiap bayi yang baru
lahir di dunia ini.® Seorang ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya seperti
tertulis dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 233 yang artinya “para ibu
hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan” ayat ini menegaskan bahwa begitu
pentingnya ASI* untuk kesehatan anak.”

Upaya ASI eksklusif ini juga telah diatur dalam Kepmenkes RI

No0.450/MENKES/IV/2004 tentang pemberian Air Susu lbu (ASI) secara

! Lukas J. Ginting, “ASI Sangat Penting dalam Menentukan Kualitas Generasi yang Akan
Datang” Diterbitkan oleh Wahana Visi Indonesia, J1. Graha Bintaro Blok GK/GB 2 no. 09, Pondok
Aren, Tangerang Selatan | Tel. 62-21 2977 0123, Vol 33/2015, him 2.

2 Lihat, Nafsiah Mboi, “Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagai rangkaian dari kegiatan Pekan ASI Sedunia (PAS)
Tahun 2012” di Balai Kartini, Jakarta (19/9).

¥ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin pemenuhan hak bayi
dalam pasal 128 menyatakan setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu lbu Eksklusif, pihak
keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh
dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

* Ahsin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, Cet. 2, 2010), him 263.

> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserassian Alquran, (Jakarta:
Lentera Hati, cet. IV, Vol. 1, 2011), him 609.



Eksklusif.® World Health Organisation (WHO) dan United Nations Children
and Education Fund (UNICEF) sendiri merekomendasikan bahwa pemberian
ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan selama dua tahun atau lebih
untuk kedaan kritis disaat darurat. Ibu didorong untuk mandiri dan
mempertahankan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai dengan
rekomendasi WHO dan UNICEF untuk menyusui saat satu jam pertama
setelah lahir, pemberian ASI eksklusif kepada bayi hanya ASI tanpa
tambahan makanan atau cairan lainnya, menyusui sesering mungkin
sepanjang hari hingga malam, tidak menggunakan botol, empeng atau
pacifiers (penenang).

Kesadaran para kaum ibu saat ini akan pemberian ASI eksklusif masih
belum meluas. Susu formula dan makanan pendamping ASI semakin
berkembang dengan pesat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara
maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab
rendahnya angka pemberian ASI Eksklusif di Indonesia adalah maraknya
promosi susu formula dan perusahaan susu formula memanfaatkan ketidak
tahuan ibu tentang manfaat ASI sehingga ibu menganggap susu formula lebih
baik dari pada ASI.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberian ASI adalah

faktor sosial budaya, ekonomi (pendidikan formal, pendapatan keluarga dan

® Lihat a). Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
b). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2010 tentang Air Susu lbu
Eksklusif, c). Keputusan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif, d). Perda Kabupaten Klaten No. 7 Tahun 2008 tentang IMD dan Air Susu Ibu Eksklusif
dan e). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu lbu
Eksklusif



status kerja ibu), faktor psikologis (takut kehilangan daya tarik ibu sebagai
wanita, tekanan batin), faktor fisik ibu (ibu yang sakit), faktor kuranganya
petugas kesehatan sehingga masyarakat kurang mendapat penerangan atau
dorongan tentang pemberian ASI eksklusif.” Dien selaku Koordinator Badan
Kerja Peningkatan Penggunaan ASI, menegaskan bahwa bayi harus
mendapatkan ASI, termasuk bayi yang lahir premature serta bayi yang lahir
dengan kondisi lemah. Sekalipun ibu tidak dapat memberikan secara
langsung tapi bisa juga memberikanya lewat selang, intinya bayi harus
memperoleh ASI.

WHO menunjukan satu dari 10 kelahiran bayi di dunia mengalami
kelahiran premature yang semakin meningkat dalam 20 tahun terakhir.
Berdasarkan studi yang dilakukan antara pertengahan 1990 hingga 2007, 85%
bayi di Asia lahir sebelum waktu normal yakni 37 minggu. Jumlah tersebut
sekitar 70 juta bayi sedangkan di Afrika sekitar 40 juta bayi setiap tahunnya.

Sementara di Eropa kelahiran bayi premature mencapai sekitar 6,2%
setiap tahun, sedangkan Amerika Latin dan Karibia 9,1%. Akhir-Akhir ini
sebuah analisis menerangkan bahwa pemberian ASI selama 6 bulan dapat
menyelamatkan 1,3 juta jiwa diseluruh dunia, termasuk 22% nyawa yang
melayang setelah kelahiran. Selain itu UNICEF menyatakan ASI eksklusif
dapat menekan angka kematian bayi, 30.000 kematian bayi di Indonesia dan
10 juta kematian anak balita di dunia setiap tahun bisa dicegah melalui

pemberian ASI eksklusif.

7 Soetjiningsih, Masalah-masalah yang Sering Terjadi pada Masa Menyusui, (Jakarta:
EGC,2007), him 24.



Donor ASI menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan program
ASI ekslusif yang kini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti
Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Cina untuk mensukseskan ASI
eksklusif. Negara-negara tersebut banyak mendirikan Bank-bank ASI yang
khusus menyalurkan ASI kepada bayi. Bank ASI didirikan karena banyak
bayi yang tidak dapat tumbuh tanpa ASI, seperti bayi yang gagal tumbuh,
intoleransi terhadap susu formula, alergi, dan kondisi kesehatan lainya
membutuhkan ASI untuk kesehatan dan bahkan untuk bertahan hidup. Bank
ASI melakukan kegiatan berupa memberikan ASI kepada bayi yang dirawat
diruang intensif perawatan bayi, mengumpulkan ASI yang sehat dan telah
diskrining dari ibu yang produksi asinya melimpah, dan donor ASI diberikan
pada bayi yang ibunya tidak dapat memproduksi ASI dengan baik.

Saat ini pranata keluarga telah mengalami pergeseran akibat
perubahan sosial. Pergeseran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya adalah modernisasi. Modernisasi dan pembangunan mengakibatkan
terjadinya perubahan wajah keluarga. Perubahan pertama adalah bergesernya
sistem extended family (keluarga besar) menjadi nucleur familiy (keluarga
inti). Sistem keluarga besar banyak dianut dalam masyarakat tradisional,
termasuk di dunia Arab masa Nabi Muhammad. Keluarga besar terdiri atas
suami, isteri, anak, bapak, ibu, paman, bibi, anak paman, sampai kepada cucu,

sedangkan keluarga inti hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak.®

® Keluarga inti (nuclear family), menurut Murdock, adalah sistem keluarga yang terdiri atas
dua atau lebih orang dewasa yang berbeda jenis kelamin dan hidup serumah dalam hubungan
seksual yang diakui masyarakat dengan satu atau lebih anak kandung atau anak angkat.Keluarga
inti umumnya adalah keluarga dua generasi yang hidup satu rumah. Sementara keluarga besar



Perubahan kedua adalah status dan peran akibat tuntutan pemenuhan
kebutuhan hidup dan aspirasi emansipasi wanita. Saat ini peran pencari
nafkah dan peran hubungan sosial dan publik tidak hanya menjadi monopoli
laki-laki. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam urusan dapur, sumur,
dan kasur, tetapi juga turut berkarir dalam berbagai lapangan kerja dan
meninggalkan sebagian kekuasaan domestiknya.

Realitas tersebut tentu tidak bisa ditolak begitu saja atau dibiarkan tanpa
tuntunan hukum Islam. Hukum Islam memiliki fungsi sebagai sarana untuk
melakukan social engineering (rekayasa sosial) dan social control (kontrol
sosial)? sehingga hukum Islam pun perlu merespon berbagai persoalan
keluarga agar hidup keluarga berada dalam garis tuntutan agama meskipun telah
mengalami transformasi. Itu berarti hukum Islam harus menjawab persoalan
aktual keluarga dengan menjembatani antara idealitas nilai agama dan realitas sosial
yang ada. Kesahihan kesimpulan hukum ditentukan oleh kesahihan proposisi dan
kesahihan proposisi dibangun di atas kejelasan konsep.*°

Istilah Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem
penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak
memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang

berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang

adalah keluarga dari lebih dari dua generasi yang tinggal di satu tempat tinggal yang sama.
Sebagaimana dijelaskan ulang oleh Malcolm Waters and Rodney Crook, Sociology One.
(Melbourne: Longman Cheshire, 1990), him. 145-158.

% Kontrol sosial adalah sistem untuk mengembalikan orang yang “menyimpang” agar sejalan
dan menyesuaikan diri dengan sistem atau nilai sosial. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Ibid., him.
109-112.

0 |ihat, Uraian mengenai relasi konsep, definisi, proposisi dan silogisme serta
penggunaannya dalam hukum Islam dalam Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa fi llm al-Ushul.
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1993), dan Ibnu Qudamah, Rawdah al-Nazir wa Jannah al-
Munazir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah. 1994).



dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan
As1M

Walaupun demikian dalam lingkungan kebudayaan kita saat ini
melakukan hal yang alamiah tidaklah selalu mudah. Seiring perkembangan
zaman, terjadi pula peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat. Ironinya, pengetahuan lama yang mendasar seperti menyususi
justru kadang terlupakan. Padahal kehilangan pengetahuan tentang menyusui
berarti kehilangan besar bagi ibu dan bayi. Karena menyusui adalah suatu
pengetahuan yang selama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam
mempertahankan kehidupan manusia. Bagi para ibu, hal ini berarti kehilangan
kepercayaan diri untuk dapat memberikan perawatan yang baik bagi bayi
berarti bukan saja kehilangan sumber makanan yang vital.

Didalam hiruk pikuk kehiduapan kota-kota besar kita lebih sering
melihat bayi diberi susu botol dari pada disusui oleh ibunya langsung.
Sementara dipedesaan, kita melihat bayi yang baru berusia satu bulan sudah
diberi makanan seperti pisang dan tajin (air nasi yang belum habis waktu
dimasak) sebagai tambahan ASI. Sebenarnya menyusui secara ekslusiaf
merupakan cara memberikan makan bayi yang alami.

Begitu penting pemberian ASI secara ekslusif belum bisa tergantikan
oleh asupan yang lainya. Namun keadaan, harapan kehendak kaum ibu
terutama ibu kandung sering kali tidak sesuai dengan kemampuan dan

kenyataan yang dihadapinya, ada diantara mereka yang ditakdirkan tidak

' FDA Working Group, “Backgrounder on Banked Human Milk.” Dalam
www.fda.govdown loadsAdvisory Committees Committees Meeting Materials Pediatric Advisory
Committee UCM235642.pdf diunduh tanggal 25 Juni 2012


http://www.fda.govdown/

subur memiliki ASI atau alasan lainya baik karena medis atau non medis,
sehingga ibu yang melahitkan tersebut tidak dapat memberikan ASI kepada
bayinya. Ada juga kaum ibu yang kebinggungan karena ASI yang ia
keluarkan terlalu banyak jadi mereka tidak tau harus diapakan Asinya. Dalam
menghadapi masalah ini, diperlukan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan
situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat maupun keagamaan dimana
mereka berbeda.

Mengingat pentingnya ASI bagi bayi seringkali mendapat hambatan,
penyusuan oleh para ibu sekainibu kandunganya yang dikenal dengan sebutan
“ Radha’ah sudah menjadi kebiasaan yang nyata ada dan brtkembang dalam
masyarakat, hanya saja dikalangan kaum muslimin amatlah diperhatikan
adanya hubungan nasab setelah penyusuan itu terjadi.’* Untuk lebih
memudahkan dan menyerderhanakan penyusuan yang langsung dari ibu
donor yang dewasa ini dirasa kurang difahami atau dimengerti oleh
masyarakat mengenai mekanisme dan prakteknya. Seperti prosedur dans
syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan donor ASI ini yang belum
begitu jelas adanya.

Kemudian pada tahap selanjutnya yang melatar belakangi munculnya
perda No 1 pasal 9 adalah masih rendahmya pemberian ASI di kota
Yogyakarta. Survei yang dilaksanakan pada tahun 2010 oleh Nutrition and
Health Surveillance System (NSS) bekerjasama dengan Balitbangkes dan

Helen Keller International di 4 kota (Jakarta, Surabaya, Semarang, Makasar)

2" Huzaimah Tahido Yanggo, dan Ansharu, A.Z, Problematika Hukum Islam
Kentenporer, (Jakarta: Pustaka Firsaus, 1994), him 25.



dan 8 pedesaan (Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan), menunjukkan bahwa cakupan
ASI Eksklusif 4-5 bulan di perkotaan hasilnya adalah antara 4-12%,
sedangkan di pedesaan 4 25%. Pencapaian ASI Eksklusif 5-6 bulan di
perkotaan antara 1-13%, sedangkan di pedesaan 2-13%.

Menyusui merupakan tradisi atau praktik turun-temurun yang saat ini
mulai terancam akibat modernisasi. Banyak penelitian yang menunjukkan
bahwa melemahnya tradisi dalam pemberian ASI merupakan akibat
terjadinya proses modernisasi. Secara umum, dapat dipahami bahwa
modernisasi mendorong perilaku seseorang untuk meninggalkan praktik
tradisional. Menyusui dianggap sebagai salah satu bentuk perilaku tradisional
yang tidak menjadi ciri-ciri kehidupan modern seorang ibu pada masa
sekarang. Hal inilah yang menyebabkan ibu-ibu pada masa sekarang
mendambakan praktik-praktik modern selain memberikan ASI dalam
perawatan kesehatan anak.

ASI eksklusif merupakan salah satu program yang cukup sulit
dikembangkan karena berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial di
masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 cakupan ASI ekslusif di provinsi
DIY baru mencapai 39,9%, menurun pada tahun 2009 yaitu sebesar 34,56%
dan meningkat menjadi 40,03% pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun
2011, cakupan ASI eksklusif kembali menunjukkan peningkatan menjadi
49,5%. Lebih rinci, cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sleman sudah

mencapai > 60%, di Gunung Kidul masih 20-39%, sedangkan di



kabupaten/kota yang lain masih berkisar 40-39%.%* Dibawah ini adalah tabel

sebaran pemberian ASI di Provinsi Yogyakarta.
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Sumber : Profil kesehata Prvfensi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012
B. Rumusan Masalah
Kegelisahan akademik di atas yang sekaligus menjadi latar belakang
atas persoalan Donor ASI, maka penulis merumuskan beberapa rumusan
masalah dibawah ini
1. Bagimana Kebijakan Publik Soal Donor ASI ?
2. Bagaimana berlakunya Perda Yogyakarta No 1 Pasal 9 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Dampak yang dihasilkan dari kebijakan Donor ASI?
C. Tujuan Penelitian
Konsekuensi logis karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan adalah
terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, baik untuk menyangkal
atau menguatkannya. Ilmu akan berkembang dengan pesatnya apabila ada

dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan saling menafikan.*

3 Profil kesehata Prvfensi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012
¥ Frans Magnis Suseno, Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika dalam Diskursus
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), him 20.
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Keadaan serta suasana keilmuan seperti inilah yang seharusnya dibangun
karena sudah menjadi hukum alam yakni ketika keilmuan sudah mapan pada
tahap tertentu akan mengalami sebuah anomali pula, dengan lahirnya
berbagai pembaharuan.®® Demikian juga, ternyata sebuah metarmorfosis
keilmuan pada titik tertentu akan mengalami pula sebuah titik jenuh untuk
kembali pada kosnep awal.
Dengan demikian maka, dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai
adalah :
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui aturan kebijakan Perda kota Yogyakarta tentang
donor ASI
2. Tujuan Khusus
a. Untuk menetahuai aturan kebijakan perda No 1 ayat 9 tentang Donor
ASI
b. Untuk mengetahui Donor ASI dari sudut pandang Agama
Islam/hukum Islam dan kesehatan
c. Untuk menegtahui kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang
Donor ASI secara umum
D. Kajian Pustaka
Subtansi kajian pustaka adalah untuk menguatkan beberapa penemuan

yang peneliti temukan, baik itu dari sisi teori, metodologinya, pendekatanya

5 M. Tamtowi, “Dinamika Hukum Islam; Studi Konsep Umurun Mutasyabihat”,
Disertasi yang diajukan kepada Program Pascasarjana Strata Tiga dalam bidang IImu Agama
Islam pada UIN Sunan Kalijaga, pada Jumat 5 Januari 2009, di gedung serba guna UIN. him 6.
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ataupus sisi-sisi yang lain dan tak sama dengan penelitian terdahulu, adapun

penelitian terdahulu dapat penulis sarikan dibawah ini :

1. Muhammad Ali Mukhtar dalam penelitian nya yang berjudul “Studi
Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI
(Istirdla’) kaitannya dengan Radha’ah dalam Perkawinan”. Dalam
penelitian tersebut diketemukan beberapa hal soal Donor ASI. Dalam
penelitian tersebut sandaran hukum yakni terdapat pada Al-Qur’an surah
Al-Baqorah ayat 233, “para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun”. Sedangkan kerteria lima kali isapan dalam
menentukan mahram dalam fatwa menurut penelitian ini tidak sesuai
karena melihat realita donor ASI menggunakan takaran mili. Fatwa MUI
tentang donor ASI belum bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam
menjawab permasalahan Donor ASI yang terjadi di Indonesia karena ada
beberapa hal yang harus diperbaiki kedepanya.

2. Lasma Imelda S, Tesis dengan judul “Pengaruh Sikap Ibu Menyusui
tentang Kebijakan ASI Eksklusif Terhadap Pemberian ASI di Wilayah
Kerja Puskesmas Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan
Tahun 2010 dalam penelitian tersebut Indonesia telah menargetkan
cakupan ASI Eksklusif Tahun 2010 sebesar 80%. Tetapi pada
kenyataannya hal itu sangat sulit untuk dicapai. Di Kota Medan
cakupannya hanya sebesar 3% pada Tahun 2007 dan menurun jadi hanya

1,33% pada Tahun 2009. Kecamatan Medan Baru merupakan kecamatan
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dengan pencapaian ASI Eksklusif yang sangat rendah yakni 0% selama
Tahun 2007-2008 dan 0,32% pada Tahun 2009.
Hasil penelitian menunjukkan variabel keunggulan, kesesuaian, dan
kesulitan memiliki pengaruh terhadap pemberian ASI (p<0,05),
sedangkan variabel triabilitas dan observabilitas tidak berpengaruh
terhadap pemberian ASI (p>0,05). Kesulitan merupakan variabel yang
paling berpengaruh terhadap pemberian ASI di Puskesmas Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan Tahun 2010. Dengan data dan hasil
penelitian  itu  maka diharapkan  meningkatkan  upaya-upaya
pemasyarakatan Kebijakan ASI Eksklusif melalui gerakan pemberdayaan
masyarakat, bina suasana, advokasi dan membangun kemitraan guna
meningkatkan cakupan ASI Eksklusif.'®

3. Muhammad Hadik, Skripsi dengan judul “Perlindungan Akibat Hukum
atas Donorasi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang”.
Hasilnya dari penelitian tersebuta adalah, bahwa ternyata perlindungan
akibat hukum atas praktek donor ASI yang dilakukan oleh AIMI
Semarang masih menggunakan cara-cara konvensional atas dasar prinsip
saling percaya namun penuh ketulusan tanpa ada kompensasi yang harus

diberikan dari pendonor kepada penerima donor.*’

% Lasma Imelda S, “Pengaruh Sikap lbu Menyusui tentang Kebijakan ASI Eksklusif
Terhadap Pemberian ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Bulan Kecamatan Medan Baru
Kota Medan Tahun 2010, Tesis, Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan 2011.

' Muhammad Hadik, Skripsi dengan judul “Perlindungan Akibat Hukum atas Donorasi di
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang”, Skripsi, pada Jurusan al-Ahwal Al-
Syakhsiyah Fakultas Syari‘ah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
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4. Istianah, dengan judul skripsi “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan
Implikasinya terhadap Kemahraman”. Dalam penelitian tersebut
diketemukan beberapa pendapat menurut Abu Hanifah yang
mempengaruhi kemahraman susu harus murni dan tidak tercampur oleh
apapun, sedangkan Ibn Hazm berpendapat yang disebut saudara sesusuan
yakni proses pemberian ASI harus secara langsung yakni menempelnya
mulut bayi ke tetek seorang ibu. Dari dua pendapat itu maka menurut
teori Maqgasid Asy-Syariah untuk membantu bayi yang sangat
membutuhkan ASI dan itu dihukumi boleh.*®

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Perda Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengatur pemberian ASI
eksklusif, pembatasan susu formula termasuk pembatasan pengiklanan
susu formula dan pembentukan ruangan menyusui di perusahaan, adalah
bentuk dari kebijakan publik yang sudah diambil dalam hal ini oleh
Provinsi Yogyakarta melalui perda yang ada.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik,
kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan
atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

'8 Istianah,“Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Kemahraman™, Skripsi
pada Jurusan Al-Ahwalu Asyahsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
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(tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai
sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo  Agustino
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga
menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki
maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi
kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa
yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam
beberapa kegiatan pada suatu masalah.*®

Solichin  Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan
sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan
para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan
beberapa pedoman sebagai berikut : %

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat  dibedakan dari
administrasi

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

9 Agustino Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), him 7.
% golichin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan
Negara, Edisi kedua, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), him 40-50.
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f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit
maupun implicit

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang
waktu

h. Kebijakanm meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar
organisasi dan yang bersifat intra organisasi

i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci
lembaga-lembaga pemerintah

J. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin
digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”,
“kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk
menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan
kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.?

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat
bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan
istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang,
ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design Suharno®
kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan
dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya
kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-
aturan yang ada didalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip

Islamy?® mengungkapkan bahwa kebijakan adalah* a purposivecourse of

2! Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan Proses, (Jakarta: Media Presindo, 2007),
him 15.

22 Suharno, Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UNY Press, 2009), him
18.

% M Irfan Islamy, Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), him 7.
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action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or
matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut
Budi Winarno®* dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada
apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau
dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara
kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti
pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga
menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian
kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi
konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan
yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat
menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan
adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah
atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk
melakukansesuatu.?

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan

yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu

2 pid, ... him 8.
% pid, .... him 17.
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kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan
berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena
mencakup berbagai bidang dan sector seperti ekonomi, politik,
sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari
hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional
maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah
daerah/provinsi,  keputusan  gubernur,  peraturan  daerah
kabupaten/kota,dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy)
itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana Kita
mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan public
sebagai the authoritativeallocation of values for the whole society
atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh
anggota masyarakat. Laswell dan Kapla juga mengartikan kebijakan
publik sebagai a projected program of goal,value,and practice atau
sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek

yang terarah.
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Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno®
mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  hipotesis  yang
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias
diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-
bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini
dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino®
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit
pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan
bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena
apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak
hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik,
yaitu; 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk
dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk
mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu
yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana
kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll
sebagaimana dikutip Tangkilisan?® menyebutkan bahwa kebijakan
publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

% Ibid,... him 17

%’ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), him 6.

%8 Hesel Nogi Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Lukman Offset
YPAPI 2003), him 2.
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Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy* mendefinisikan
kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do
or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan
atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa
kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan
merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik
semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan
sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai
pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk
melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan public
sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon
suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan
Planose bagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintah.*® Selanjutnya dikatakan bahwa
kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok
yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup,

dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2 1bid hlm. 19
% Ibid, him 1.
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David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino®* memberikan
definisi kebijakan public sebagai “the autorative allocation of values
for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya
pemilik otoritas dalam system politik (pemerintah) yang secara syah
dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan
dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena
pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system”
yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan
sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam
suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk
mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta
mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan
tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi
kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya
tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang

mengikat dan memaksa.

3 1bid, him 19.
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Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan
kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan
tersebut. Proses playanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan
kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan.
Setidaknya ada empat aspek penting dalam implementasi, hakekat
proses administrasi, kepatuan atas suatu efek atau dampak
implement.

Implementasi  kebijakan dalam pemerintah yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau tujuan yang
diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang
kompleks, munkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (out
put) maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van
Mater dan Van Horen dalam Winarno, proses implementasi sebagai
“those actions by public or private individuals (or groups)that are
directed at the achievement of objectives set forthe in prior
decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu,
pejabat, kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
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kebijaksanaan), implementasi kebijakan (policy implementation)
merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam
prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih
dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang
memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah
sesuatu yang penting, bahkan mungkin jau lebih penting dari pada
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan.

Fungsi implementasi kebijakan menurit Abdul Wahab adalah
untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-
tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu
outcome (hasil). Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang Kini
dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa
hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial,
khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang
besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau
menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan
kebijakan. Proses untuk melakukan kebujakan perlu mendapatkan
perhatian yang seksama. Karna itu, keliru apabila menganggap

bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan
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berlangsung secara mulus tanpa hambatan. Harus di pahami bahwa
proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang
mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah
memungkinkan birokrasi untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek to implement
(untuk pelaksanaan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), berarti to give
practical effect to (menimbulkan dampak pada sesuatu). Kalau
pandangan ini diikuti, maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya
dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan
daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan itu sesunguhnya tidak hanya menyangkut
prilaku badan-badan atministratif yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri
kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan
kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang
terlibat, dan yang pada akhinya berpengaruh terhadap dampak baik

yang diharap (intended) maupun yangtidak diharapkan.
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c. Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Menurut Suharno ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan
publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.
Ciri-ciri kebijakan publik antara lain

1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah
pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba
acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system
politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan
yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan
bukanmerupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan
tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-
undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan
keputusan-keputusan ~ yang  bersangkut  paut  dengan
implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya
dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula
negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan
apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan
pemerintah diperlukan.

d. Jenis Kebijakan Publik
Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik
berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson
sebagaimana dikutip Suharno menyampaikan kategori kebijakan
publik sebagai berikut:
1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan
substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural
adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

%2 Suharno, Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UNY Press, 2009), him
22-24,
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Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus
kebijakan redistributif  kebijakan distributif menyangkut
distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau
individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang
berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu
atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif
merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan,
pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok
dalam masyarakat.

Kebijakan materal versus kebijakan simbolik kebijakan materal
adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya
komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan
simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis
pada kelompok sasaran.

Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public
goods) dan barang privat (privat goods) kebijakan public goods
adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau
pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah
kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan
untuk pasar bebas.

Sholichin  Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno

mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat

kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan,

ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa

kategori, yaitu:

1)

2)

Tuntutan kebijakan (policy demands),

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-
pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik
swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem
politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk
tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan
ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah
berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan
konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam
masyarakat.

Keputusan kebijakan (policy decisions)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah
yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap
pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk
didalamnya keputusan keputusan untuk menciptakan statuta
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4)
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(ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun
membuat penafsiran terhadap undang-undang.

Pernyataan kebijakan (policy statements)

lalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan
public tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden
atau Dekrit Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun
pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan
pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan
tersebut.

Keluaran kebijakan (policy outputs)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat
dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang
senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah
digariskan dalam keputusan dan  pernyataan  kebijakan.
Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang
ingin dikerjakan oleh pemerintah.

Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan
oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak
diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak
adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-
masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan

menjadi lima bagian, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Masalah kebijakan (policy public)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum
terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui
tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan
membutuhkan informasi mengenai  kondisi-kondisi ~ yang
mendahului  adanya problem maupun informasi mengenai nilai
yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

Alternative kebijakan (policy alternatives)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat
member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan
masalah  kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang
menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung
identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

Tindakan kebijakan (policy actions)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan
alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk
mencapai tujuan bernilai.

Hasil kebijakan (policy outcomes)
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Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan
kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan
tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan
dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti
yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
5) Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberiakn
sumbangan pada pencapaian nilai.Pada kenyataanya jarang ada
problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya
pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan
problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan
kembali.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya

membagi:

1) Kebijakan substantive (misalnya kebijakan perburuhan,
kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri);

2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan
eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);

3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan
masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat
lepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita
temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan,
perumahan rakyat, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya
yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Menurut Islamy, menyimpulkan bahw kebijakan publik (public
policy) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh

masyarakatpada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada
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paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi kepada kepentingan
masyarakat. Dari kesimpulan tersebut memiliki implikasi bahwa:*®
1) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa
penetapan tindakan tindakan pemerinta
2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam bentuk nyata
3) Kebijakan public untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan
tujuan tertentu Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa
ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat
e. Tahap Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang
harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh
minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses
penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan
pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam
mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin
membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap
kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi
Winarno adalah sebagai berikut :
1) Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah
pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi
terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.
Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan

para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah
tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain

% M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Bandung: PT.
Bina Aksara, 2001), him 19.
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ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah
karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
Tahap formulasi kebijakan

Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy
options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang
diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-
masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.

Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari
alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau
putusan peradilan.

Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan
elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni
dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen
pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit ~ administrasikan yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada
tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan  mendapat
dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa
yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang
dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena
itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi
dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah
dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang
diinginkan atau belum.?* Secara singkat, tahap-tahap kebijakan
adalah seperti gambar dibawah ini;

% Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Jakarta: Media Presindo, 2007),

him 32-34.
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Tabel 1
Tahap-Tahap Kebijakan:

Penyusunan kebijakan

v
Formulasi kebijakan

'

Adopsi kebijakan

\4
Implemantasi

A 4
Evaluasi kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan publik
Disebutkan ada empat faktor yang mempengaruihi
implementasi, yaitu:

1) Communication transmition, clarify and consistency (terjadi
proses komunikasih yang disampaikan dengan jelas dan
konsisten).

2) Resources: staff, infirmation, outhority, fasilities (terdapat
sumberdaya yang didukung oleh setaf, informasi, kewenangan
maupun fasilitas yang memadai).

3) Disposition: incentives, staffing (terdapat pertunjukan yang jelas
mengenaipemberian insentif dan dukungan staf).

4) Bureauceratic Structure; standard operating procedures,
fragmentation (terdapat sistem birokrasi yang memiliki
prosedur standar kerja yang memadai).

Faktor-faktor tersebut diatas, dinyatakan dalam model

sebagai berikut:
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Tabel 2
Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Comunication

A
Resaource

A 4

\ Implementati
/ A
Disposition

A 4

Bureaucratic
Structure

Sumber: Edward 111, 1980:28

Keempat implementasi tersebut mempengaruhi implementasi
kebijakan. Masing-masing faktor saling mempengaruhi faktor yang
lain bebas terjadi interaksi antar factor yang pada akhirnya berpengaru
terhadap factor yang lain dan implementasi kebijakan secara
keseluruhan.

Dengan mendekatkan model “the top Dowen Approach”
Terjadinya interaksi antara keempat faktor tersebut diatas, selanjutnya
dikembangkan dengan pendekatan model “the top down approach”
dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Kondisi eksternal yang di hadapi oleh badan /instensi plaksana
tidak akanmenimbulkan gangguan atau kendala yang serius

2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang
memadai.

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan.

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan timbal balik yang kondusif.



32

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantai penghubungnya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8) Tugas-tugas yang terperinci dan disimpulkan dalam urutan yang
tepat

9) Komunikasi dan koordinasi yang optimal.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat
menentukan dan mendapat keputusan yang sempurna.

Model ini memunculkan tipologi kebijakan, yaitu: jumlah
masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau
lingkunagan kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang
terlibat dalam proses implementasi. Terdapat sejumlah variabel yang
saling berkaitan yaitu:

1) Sumber-sumber kebijakan

2) Ukuran dan tujuan kebijakan

3) Ciri-ciri atau sifat badan /instansi pelaksanaan

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

5) Sikap para pelaksana

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sumber-sumber kebijakan memiliki ukuran dan tujuan
kebijakan sehingga perlu dikomunikasi antar organisasi terkait dan
pelaksana kegiatan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
mempengaruhi ciri badan pelaksana dan ciri berprestasi kerja. Ciri
badan pelaksana dan komunikasi antara organisasi terkait dan
pelaksana kegiatan saling mempengaruhi dan turut menentukan
prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana. Sumber-sumber

kebijakan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang lain, termasuk

prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana kebijakan.
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Kerangka Kerja Kebijakan Publik
Menurut Suharno kerangka kebijakan publik akan ditentukan
oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas
tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin
kompleks, maka semakin sulit mencapai Kkinerja kebijakan.
Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka
untuk mencapainya juga semakin mudah.

2) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu
kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh
lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan
yang hanya mengejar satu nilai.

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan
akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan
infrastruktur lainnya.

4) Kemampuan aktor vyang terlibat dalam  pembuatan
kebijakan.Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh
kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan
kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan,
kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas
moralnya.

5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik,
dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi
oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan
tersebut diimplementasikan.

6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang
digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan
mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan
dapat bersifat top/down approach atau bottom approach,
otoriter atau demokratis.*®

Pekerjaan Sosial (Social Network)

Teori pekerjaan sosial merupakan studi yang memfokuskan

perhatianya pada interelasi  person-in-environment  berdasarkan
pendekatan holistik yang dibangun secara eletrik dari ilmu-ilmu prilaku

manusia dan sistem sosial terutama psikologi, sosiologi, antropologi,

% Suharno, Prinsip-Prinsip Dasar , ... op.cit, him 31.
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ekonomi dan politik.*® Dalam perspektif yang lain Edi Suharto juga
mengungkapkan perlunya perlunya perspektif ekosistem dalam pekerjaan
sosial.*’

Perspektif  ekosistem sangat ~mendominasi sejarah  dan
perkembangan paradigma pekerjaan sosial di jagat raya, sejak lima
dekade lalu hingga detik ini. Perspektif ekosistem mempengaruhi cara
pandang dan pendekatan para praktisi, pendidik, maupun mahasiswa
pekerjaan sosial dalam merespon hampir setiap permasalahan
psikososial.® Sayangnya analisis kritis terhadap pendekatan ini jarang
dilakukan di Indonesia. kajian-kajian para pekerja sosial di Tanah Air
masih terbatas pada penelitian sosial “umum” atau pendekatan sosial
“biasa” dalam merespon permasalahan psikososial yang juga masih
global (seperti karakteristik kemiskinan, pengangguran, kecacatan,
kekerasan terhadap anak atau penderitaan korban bencana alam).
Metodologi, hasil, maupun solusi yang ditawarkan pekerjaan sosial
nyaris sulit dibedakan dengan pendekatan, hasil dan solusi profesi atau
ilmu lain. Penelitian atau analisis kritis yang dilakukan para pekerja

sosial Indonesia terhadap teori, model atau metoda-metoda pekerjaan

sosial masih sangat langka

% Edi Suharto, “Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial”, Artikel dalam Konfrensi Dunia di
Monteral Kanada, Juli 2000, him. 3

% Edi Suharto, “Mengkritisi Perspektif Ekosistem dalam Pekerjaan Sosial Sejarah,
Hegemoni dan Implikasinya bagi Pendidikan Pekerjaan Sosial di Indonesia”, Makalah,
Disampaikan pada Social Work Update, “Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia:
Melacak Masa Lalu, Merajut Masa Depan”, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS),
Bandung 15 Januari 2010, him. 1

** Fordolin Hasugian, “Perspektif Ekosistem dalam Pekerjaan Sosial”, Makalah, INSANI,
ISSN : 977-240-768-500-5 | Vol. 2 No. 2 Desember 2015, him. 52
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Pemaknaan senada tentang teori pekerjaan sosial disampaikan oleh,
Santoso T. Raharjo, Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang
berlandaskan pengetahuan (perspektif, teori atau model), sebagai salah
satu syarat keprofesian. Sehingga suatu praktek pertolongan profesional
sudah seharusnya berlandaskan pada batang tubuh pengetahuan yang
jelas. Inilah yang membedakan secara jernih dan jelas dengan relawan
dan dermawan, yang membantu orang lain dengan berlandaskan pada
panggilan Kkaritas, sikap saling tolong, dan pilantropis semata.

Namun di sisi lain, lemahnya pemahaman dan penguasaan berbagai
perspektifteori-model praktek pertolongan pekerjaan sosial diantara para
pekerja sosial itu sendiri membuat profesi ini belum mampu berdiri
dengan ‘tegak’ untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah profesi-
profesi lainnya yang telah lama berkembang. Penerapan pengetahuan
(perspektif, teori atau model) dalam penanganan masalah sosial masih
terbatas pada wilayah tertentu saja, atau masih dalam komunitasnya,
yang didalamnya sebagian besar terdiri dari pendidik pekerjaan sosial,
para praktisi pekerjaan sosial, atau lembaga-lembaga kesejahteraan
sosial, termasuk kementerian sosial. Para pekerja sosial seharusnya
mampu menunjukkan secara ‘khas’ dengan pembeda pendekatan
pekerjaan sosial (social work approach: baik pengetahuan, keterampilan
dan sikap profesional) ketika terlibat dalam suatu proses penanganan

masalah sosial yang bergerak bersama dengan berbagai disiplin ilmu
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lainnya. Semoga penulisan buku ini membangunkan kepercayaan diri
dalam upaya membangkit-tegakkan profesi ini di tengah-tengah
masyarakat.*°

Dalam prakteknya, pekerjaan sosial memiliki prinsip dasar yang
menjadi acuan ataupun pedoman praktek bimbingan sosial perseorangan,
prinsip-prinsip tersebut bersumber pada rumusan dari Walter A.
Friedlender. Prinsip-prinsip ini kiranya demikian penting untuk dipahami
dan di internalisasikan oleh mereka yang ingin mempunyai dasar-dasar
pemahaman dan keterampilan praktek baik dalam bimbingan sosial
perseorangan pada khususnya maupun praktek pekerjaan sosial
umumnya.

Pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip ini akan
memberikan bekal bagi pematangan pribadi maupun professional pada
para pekerja sosial yang tugas utamanya adalah membantu orang untuk
dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang secara khususnya mengacu
kepada posisi dan peran orang tersebut, karena seperti telah dikemukakan
bahwa proses pemberian bantuan ditentukan oleh pemberian bantuan dan
bukan oleh teknik-teknik pemberi bantuan. Adapun prinsip-prinsip dasar
Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Penerimaan (acceptance)
b. Prinsip Komunikasi (communication)

c. Prinsip Individualisasi (individualitation)

% Santoso T. Raharjo, Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Unpad Press,
2014), him. 3.
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d. Prinsip Partisipasi (participation)
e. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality)
f. Kesadaran diri dari pekerja sosial (work self awarness)
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan studi literasi dengan pendekatan kualitatif
yang berbentuk descriptive research. Data yang dijadikan sebagai objek
penelitian adalah data yang dimulai dari kajian pustaka sebagai dasar.**
Sedangkan konten bahan rujukan utamanya adalah publikasi hasil
penelitian yang terkait dengan Kebijakan Publik Perda, Donor ASI,
Donor ASI perspektif Islam, Donor ASI perspektif Kesehatan.
2. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian literasi** atau pustaka, sebagai
konsekuensi logis dari penelitian pustaka maka beberapa sumbernya
terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
1) UUD 1945
2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3) Perme No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

4) Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Ekslusif

0 Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar Aplikasi, (Jakarta:
Rajawali Press, 1992), him 20.

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka
Cipta, 2002), him 7.

* Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang tertulis yang
terhimpun dalam buku, kitab, dan bacaan, Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, him
151.
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5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2013
Tentang Donor ASI

Bahan Hukum Skunder

Bahan yang bersifat skunder ini adalah, beberapa referensi kajian

yang erat kaitanya dengan judul yang penulis angkat, meliputi:

1) Disertasi, Tesis dan Skripsi

2) Buku-buku yang berkaitan dengan ASI dan Donor ASI

3) Jurnal, makalah dan hasil lokakarya

4) Artikel dan berita yang dimuat dimedia cetak ataupun media

elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul yang bersumber dari data primer dan

skunder dan berkaitan erat dengan judul penelitian, maka data itu ditelaah

kembali, melalui:

a.

Penelaahan data primer

Penelaahan data primer ini didasrkan pada isi atau mutu suatu fakta
yang berbentuk UU, Naskah akademik dan dari UU tersebut serta
peraturan yang terkait menjadi acuan utama bahan penelitian ini.
Penelaahan data skunder

Setelah mendapatkan gambaran secara jelas atas perintah UU dan
turunannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
yang berasal dari buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan
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dihimpun merupakan data yang berkaitan dengan Donor ASI
perspektif hukum Islam dan kesehatan serta implementasi kebijakan
perda yogyakarta tentang donor ASI.
4. Teknik Analisis Data
Setelah dilakukan pengumpulan data, maka proses selanjutnya
dilakukan analisis data atas data-data yang terlah terkumpul secara
kualitatif, dengan metode:

a. Conten Analisis (riset dokumen), metode ini dilakukan untuk
pengumpulan data dan informasi dan pada tahap selanjutnya
dilakukan pengujian terhadap arsip atau dokumen tersebut.

b. Descriptive analisis, penulis melakukan analisa pada setiap uraian
dari data yang menjadi fokus penelitian, data tersebut dianalisis
melalui deskripsi data, direduksi, dipetakan dan dilakukan pemilahan
sesuai fokus penelitian. Dengan deskripsi analisis data ini diharapkan
setiap data dan fakta yang ada dapat diterima secara logis dan ilmiah.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini akan dibagi menjadi
4 bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan relevansi dengan sub bab
lainnya sebagai suatu pembahasan yang utuh dan sitematik, adapun
sistematika pembahasan itu adalah:
Bab I, bab ini menguraikan tentang pendahuluan atau latar belakang
yang mutlak harus dipahami dengan tepat dan benar karena pembahasan pada

bab-bab selanjutnya didasarkan pada bab | ini, dalam bab ini meliputi
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Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis
berisi teori kebijakan dan teori HAM, metodologi penelitian, Sistematika
Penulisan.

Bab I, Menjabarka Peraturan Daerah, Donor dan ASI Perspektif
Teoritik: Perda No 1 Pasal 9 Tahun 2014, Donor ASI, Bank ASI, Air Susu
Ibu.

Bab Ill, Konsep kebijakan publik, donor ASI dalam perspetif islam
dan kesehatan, hak anak mendapatkan ASI.

Bab 1V, Berisi kesimpulan dan saran
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang

ASI Ekslusif, lebih khususnya pasal 9 soal Donor ASI, maka dapat ditarik

kesimpulan:

1.

Begitu pentingnya ASI ekslusif sebagai asupan utama dan yang paling
sempurna bagi bayi, minimal sampai usia 6 bulan dan maksimal usia 2
tahun. Selain itu bayi mendapatkan ASI adalah hak yang harus
didapatkannya dan kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya.
Implementasi yang sudah berjalan tetapi belum maksimal ialah
pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja, pengadaan ruang laktasi
di sarana umum dan perkantoran, donor ASI, penggunaan susu
formula bayi dan produk bayi lainnya

Kebijakan Donor ASI sesungguhnya sangatlah membantu dan
menjadi sangat penting. Kebijakan ini harus terus didukung, ditaati,
dianjurkan serta disosialisasikan sesuai amanah UU, Permen, Pergub
dan Peraturan Daerah lainnya. Aktualisasinya dukungan pengetahuan,
keluarga, masyarakat serta infrasturuktur terus ditingkatkan sehingga
pencapai ASI ekslusif yang telah dicanangkan dapat tercapai. Tujuan
utama ASI ekslusif adalah mencapai generasi yang sehat, cerdas dan

sempurna dikemudian hari.
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Donor ASI adalah sebuah keniscayaan ditengah-tengan tatanan sosial
dan modernisasi yang terus bergerak. Faktor-faktor internal (alamiah)
dan eksternal menjadi argumentasi mengapa donor ASI dapat
diwujudkan. Untuk mencapai semua itu tak terlepas dari apa yang
disebut Bank ASI yang turut menjadi sarana berjalannya donor ASlI,
dibutuhkan pengelolaan, seterilisasi dan manajemen yang baik
sehingga ASI tetap terjaga kemuliaannya. Donor ASI ditengah-tengah
mayoritas penduduk muslim harus juga dilihat dari sisi hukumnya.
Donor ASI dilihat dari status kemahraman hukum donor ASI adalah
diperbolehkan dengan syarat; Pertama, ASI yang dikumpulkan dalam
Bank ASI ketika menyimpanya sudah dicampur dengan berbagai
macam untuk membut tahan; Kedua, dalam fikih klasik persusuan bisa
disebut saudara rodho’ah bila proses persusuan itu terjadi secara

langsung; Ketiga, tidak disaksiakan oleh minimal 2 orang.

Hasil penelitian ini diiharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Kesehatan

Kesehatan Ibu danAnak dalam hal perencanaan dan peningkatan

programASI Eksklusif seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,

memberikan dukungan penuh kepada sasaran kebijakan yaitu ibu menyusui, tenaga

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, menambahkan pengadaan ruang laktasi

atau pojok ASI dan memberikan bantuan dana berupa fisik dan nonfisik demiberjalannya

suatu program kebijakan agar dapat terealisasikan dengan baik. Ada beberapa hal

yang juga perlu diperhatikan:
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Kurangnya sosialisai pemerintah terkait donor ASI, apabila pemerintah
mengeluarkan perda donor ASI maka harus di persiapkan pula fasilitas-
fasilitas yang ada sehingga perda tersebut tidak terhambat.

Kurang nya sarana dan prasarana untuk pemberian ASI eksklisif
sehingga ketika ibu bepergian merasa risih untuk memberikan ASI
kepada anaknya sehingga di bawakanya susu formula selama dalam
perjalanan.

Sebaiknya apabila mengambila donor ASI disesuaikan dengan jenis
kelamin anak agar tidak terjadi kemahraman. Untuk mendukung
pemberian ASI eksklusif sebaiknya pemerintah mengeluarkan perda
tentang cuti melahirkan selam 6 bulan, untuk mendukung pemberian ASI

eklusif tersebut.
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NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi
Lainnya;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

5. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSU
FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu

2. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

3. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau
bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan
konseling menyusui.

4. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan
sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

5. Produk...
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11.
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Produk Bayi Lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung
dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan
bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

Media Cetak Khusus tentang Kesehatan adalah media cetak dalam
bentuk majalah, buletin, jurnal atau yang sejenis di bidang kesehatan
yang bersifat ilmiah serta hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan,
praktisi di bidang kesehatan dan institusi/fasilitas pelayanan
kesehatan.

Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu
yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif
baik sementara maupun permanen.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya bertujuan agar :

a.

b.

setiap orang memiliki akses terhadap informasi pemenuhan gizi bagi
bayi yang tidak mendapat ASI Eksklusif;

setiap orang memiliki akses yang benar dan sesuai standar yang
direkomendasikan dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk
Bayi Lainnya;

setiap orang memiliki akses komunikasi, informasi dan edukasi
mengenai penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
secara aktual dan objektif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan
adanya kerja sama antara ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengampanyekan pentingnya
pemberian ASI Eksklusif.

BABII ...
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BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab :

a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI
Eksklusif;

b. membina dan mengawasi periklanan dan promosi Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya;

c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat
dan/atau bencana;

d. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan
Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aman; dan

e. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah daerah provinsi bertugas dan bertanggung jawab :

a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pemenuhan gizi pada Bayi dengan memberikan ASI
Eksklusif;

b. melaksanakan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dalam
penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;

c. membina dan mengawasi promosi Susu Formula Bayi dan Produk
Bayi Lainnya di tingkat provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait;
dan

d. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat
dan/atau bencana di tingkat provinsi.

Pasal 5
Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab :

a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI
Eksklusif.

b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam
penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;

c. meningkatkan ...
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meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang menggunakan
Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aman; dan
melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat
dan/atau bencana di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan
instansi terkait.

BAB III
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI

Bagian Kesatu
Keadaan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada
Bayi yang dilahirkannya, kecuali dalam keadaan :

a. adanya indikasi medis;
b. ibu tidak ada; atau
c. 1ibu terpisah dari bayi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ibu, Keluarga,
tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan Susu
Formula Bayi.

Paragraf 2
Indikasi Medis

Pasal 7
Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan
dalam hal :
a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;

b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka
waktu terbatas;

c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif
karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar
pelayanan medis;

d. kondisi ...
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d. kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum
diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua
belas) jam; dan

e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan oleh dokter.

Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya
Indikasi Medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi
Medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 8

Indikasi Medis pada Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan
formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (inborn errors
metabolism).

Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus

bebas galaktosa;

b. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup
urine disease), memerlukan formula khusus bebas leusin,
isoleusin, dan valin;

c. Bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas
fenilalanin; dan/atau

d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan
dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b, dengan kriteria antara lain :

a.

b.

Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus)
gram atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;

Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan
yang sangat prematur; dan/atau

Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan
adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti
pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang
mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi
yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula
darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Pasal 10

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena
harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c terbagi atas :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;
dan

ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara
waktu.

Pasal 11

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui
secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a jika
ibu terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Ibu dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan
menggunakan donor ASI atau Susu Formula Bayi.

Penggunaan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (acceptable),
layak (feasible), terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable)
dan aman (safe).

(4) Dikecualikan ...
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Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), jika Bayi diketahui positif terinfeksi Human Immunodeficiency
Virus (HIV) atau ibu dan Bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai
standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan
Bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

a.

ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu

merawat bayinya, seperti sepsis/demam tinggi hingga tidak sadarkan

diri;

ibu yang menderita infeksi Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) dan

HSV-2 di payudara;

ibu dalam pengobatan :

1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi
dan opioid;

2) radioaktif iodine 131;

3) penggunaan yodium atau yodofor topical; dan/atau

4) sitotoksik kemoterapi.

paragraf 3
Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 13

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu
tidak ada atau ibu terpisah dari Bayi, meliputi :

a.

b.

ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa
berat;

ibu tidak diketahui keberadaannya; atau

ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya
dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat
memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pemberian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat persetujuan dari ibu Bayi
dan/atau Keluarganya.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
ibu Bayi dan/atau Keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan
atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi
Lainnya.

Pasal 15

Tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan
kepada ibu dan/atau Keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan
dan penyajian Susu Formula Bayi termasuk teknik sterilisasi produk
bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.

Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi
yang diberi Susu Formula Bayi telah paham atas peragaan dan
penjelasan yang diberikan.

Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan Susu Formula
Bayi pada rekam medis Bayi bersangkutan.

Paragraf 2
Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
Pasal 16

Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus
disesuaikan dengan umur, kondisi Bayi dan sesuai dengan takaran
saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan.

Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus
dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

(3) Persyaratan ...
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Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) meliputi :

a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum
menyajikan Susu Formula Bayi;

b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10
menit;

c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan Susu Formula
Bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan

d. jika dalam waktu 2 jam susu tidak habis harus dibuang;

Penggunaan Produk Bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai
standar yang ditetapkan, meliputi:

a. perhatikan tanggal kadaluarsa;
perhatikan keutuhan kemasan;

c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk
penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi; dan

d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu
Formula Bayi dengan air mendidih.

Paragraf 3
Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya
pada Situasi Darurat dan/atau Bencana

Pasal 17

Setiap pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya pada
situasi darurat dan/atau bencana harus melalui dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman
pemberian makanan Bayi dan anak pada situasi darurat yang
ditetapkan oleh Menteri.

Dinas kesehatan kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian
Kesehatan.

Pasal 18

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen Susu Formula
Bayi dan Produk Bayi Lainnya dilarang:

a.

memberikan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara
langsung kepada Bayi, ibu dan/atau keluarganya pada situasi darurat
dan/atau bencana; atau

b. membujuk ...
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membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak
keluargannya untuk menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk
Bayi Lainnya.

Pasal 19

Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana
hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial.

Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 16.

Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau Konselor Menyusui.

BAB V
PROMOSI DAN IKLAN SUSU FORMULA BAYI

Bagian Kesatu
Iklan Susu Formula Bayi

Pasal 20

Susu Formula Bayi hanya dapat diiklankan oleh produsen dan/atau
distributor pada Media Cetak Khusus tentang Kesehatan.

Materi iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
keterangan bahwa Susu Formula Bayi hanya dapat diberikan atas
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta
keterangan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk Bayi.

Materi iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh
izin Menteri.

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan mengajukan surat permohonan izin kepada Menteri melalui
Direktorat Jenderal yang membidangi urusan gizi sekurang-
kurangnya 30 hari sebelum tanggal diedarkan, dengan melampirkan:

a. contoh Media Cetak Khusus tentang Kesehatan,;
b. materi iklan; dan
c. mencantumkan tanggal, bulan dan tahun terbitnya iklan.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Promosi Susu Formula Bayi

Pasal 21

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi
Lainnya, dilarang melakukan promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi
Lainnya dengan cara sebagai berikut:

a.
b.

pemberian contoh produk secara cuma-cuma;

pemberian suplai gratis, potongan harga, atau bentuk apapun atas
pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
pemberian hadiah bagi yang mampu menjual dan/atau membeli Susu
Formula Bayi;

menjual atau menawarkan dengan cara melebih-lebihkan produk
melalui telepon, email dan sarana elektronik lainnya;

penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi dengan
menggunakan jasa sales marketing baik yang datang ke rumah atau
tempat sarana umum;

penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang
Susu Formula Bayi kepada masyarakat;

menggunakan gambar Bayi sehat yang seolah-olah menjadi sehat
karena penggunaan produknya; dan

mengidealkan produknya seolah-olah yang terbaik.

Pasal 22

Tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan
promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dengan cara
apapun.

(1)

(2)

(3)

BAB VI
LABEL UNTUK SUSU FORMULA BAYI

Pasal 23

Produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk
Bayi Lainnya wajib mencantumkan label pada setiap kemasan Susu
Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis secara jelas
dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. nama produk;

b. daftar ...
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daftar bahan yang digunakan;

berat bersih atau isi bersih;

informasi nilai gizi;

tanggal kedaluwarsa dan petunjuk penyimpanan;

keterangan tentang peruntukan;

cara penggunaan;

nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke
dalam wilayah Indonesia; dan

keterangan lain yang perlu diketahui.

Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a mencantumkan nama produk “Formula Bayi”.

Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b meliputi :

a.

semua bahan yang digunakan harus dicantumkan secara
berurutan ke samping atau ke bawah mulai dari yang terbanyak
jumlahnya;

uraian tentang vitamin dan mineral dibuat tersendiri dan tidak
harus secara berurutan menurut jumlahnya;

untuk bahan-bahan yang berasal dari hewan atau tanaman serta
bahan tambahan pangan harus ditulis secara spesifik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sumber protein yang digunakan pada produk harus dinyatakan
dengan jelas pada label;

bila susu sapi merupakan satu-satunya sumber protein, produk
dapat mencantumkan "Formula Bayi Berbahan Dasar Susu Sapi”;
dan

produk yang tidak mengandung susu atau hasil olahnya harus
mencantumkan tulisan “Tidak Mengandung Susu atau Hasil
Olahnya” atau kalimat sejenis.

Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d harus dinyatakan dalam per 100 g atau per 100 ml dan per
100 kkal.

(7) Pelabelan ...
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Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e meliputi :

a.

b.

tanggal kedaluwarsa dinyatakan dengan tanggal, bulan dan tahun
serta didahului dengan kalimat “Baik Digunakan Sebelum...” harus
dicantumkan pada label. Produk yang mempunyai masa simpan
lebih dari tiga bulan, cukup ditulis bulan dan tahun saja.
Pencantuman bulan boleh dinyatakan dengan huruf Latin
sekurang-kurangnya 3 digit, dan tahun dinyatakan dengan angka
sekurang-kurangnya 2 digit. Jika bulan dan tahun dinyatakan
dengan angka maka tahun harus dinyatakan dengan lengkap (4
digit);

jika masa simpan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi
penyimpanan khusus, maka kondisi penyimpanan khusus
tersebut harus dituliskan pada label dalam bentuk petunjuk
penyimpanan dan dicantumkan berdekatan dengan tanggal
kedaluwarsa;

label Susu Formula Bayi harus memuat penjelasan tentang tanda-
tanda yang menunjukkan Susu Formula Bayi sudah tidak baik
lagi, tidak boleh diberikan pada Bayi; dan

d. label produk harus memuat petunjuk yang jelas tentang

penyimpanan produk setelah wadah dibuka.

Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f memuat keterangan usia dan peruntukan Susu Formula Bayi.

Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g meliputi :

a.

b.

petunjuk penggunaan meliputi cara penyiapan, penanganan dan
penggunaan harus dicantumkan dalam label dan/atau leaflet;
formula Bayi dalam bentuk cair harus mencantumkan tulisan
“Dapat Diminum Langsung”;

formula Bayi dalam bentuk konsentrat harus mencantumkan
petunjuk pengenceran dengan air minum;

formula Bayi dalam bentuk bubuk harus mencantumkan petunjuk
rekonstitusi dengan air minum;

memuat cara penyiapan dan penggunaan produk, termasuk cara
penyimpanan dan pembuangan produk setelah disiapkan, misal
sisa susu yang tidak diminum harus dibuang;

memuat ilustrasi tentang cara penyiapan;

petunjuk penggunaan harus dilengkapi dengan peringatan tentang
bahaya terhadap kesehatan apabila cara penyiapan, penyimpanan
dan penggunaan tidak tepat;

h. Panduan ...
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h. panduan untuk membersihkan dan sterilisasi peralatan, serta
menyiapkan dan menyajikan Susu Formula Bayi harus
dicantumkan pada label dan/atau leaflet seperti dibawah ini:

1.

cara membersihkan dan sterilisasi peralatan, meliputi :

a)
b)

)

mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan
dan mensterilkan peralatan minum bayi;

mencuci semua peralatan (botol, dot, sikat botol dan sikat
dot) dengan sabun; dan

membilas botol dan dot dengan air yang mengalir;

sterilisasi dengan cara direbus, meliputi :

a) botol harus terendam seluruhnya sehingga tidak ada
udara di dalam botol;

b) panci ditutup dan biarkan sampai mendidih selama 5 — 10
menit;

c) panci biarkan tertutup, biarkan botol dan dot didalamnya
sampai segera akan digunakan;

d) mencuci tangan dengan sabun sebelum mengambil botol
dan dot;

e) bila botol tidak langsung digunakan setelah direbus botol
harus disimpan ditempat yang bersih dan tertutup; dan

f) dot dan penutupnya terpasang dengan baik.

cara menyiapkan dan menyajikan Susu Formula Bayi,

meliputi :

a) membersihkan tempat penyiapan Susu Formula Bayi;

b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
kemudian keringkan;

c) rebus air minum sampai mendidih dalam panci tertutup;

d) biarkan air tersebut didalam panci tertutup selama 10-15
menit agar suhunya turun menjadi tidak kurang dari
70°C;

e) tuangkan air tersebut (suhunya tidak kurang dari 70°C)
sebanyak yang dapat dihabiskan oleh bayi (jangan
berlebihan) ke dalam botol susu yang telah disterilkan;

f) tambahkan bubuk Susu Formula Bayi sesuai takaran
yang dianjurkan pada label;

g) tutup kembali botol susu dan kocok sampai Susu

Formula Bayi larut dengan baik;

h) dinginkan ...
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h) dinginkan segera dengan merendam bagian bawah botol
susu di dalam air bersih dingin, sampai suhunya sesuai
untuk diminum (dicoba dengan meneteskan Susu
Formula Bayi pada pergelangan tangan, akan terasa agak
hangat, tidak panas); dan

i) sisa Susu Formula Bayi yang telah dilarutkan dibuang
setelah 2 (dua) jam.

(10) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i meliputi :

a.

Isi label tidak boleh bertentangan dengan program pemberian ASI,
label produk Susu Formula Bayi harus memuat:

1. kata “Perhatian Penting” atau kata lain yang sejenis;

2. tulisan “Produk Formula Bayi Bukan Merupakan Produk
Steril oleh karena itu Perhatikan Petunjuk Penyiapan”
tulisan dicantumkan pada bagian utama label dengan
ukuran huruf minimal 2 mm;

3. kalimat “ASI adalah Makanan Terbaik untuk Bayi Anda” atau
kalimat sejenis yang menyatakan keunggulan menyusui/ASI;
dan

4. pernyataan bahwa produk hanya digunakan atas anjuran
dokter berdasarkan indikasi medis dan disertai penjelasan
cara penggunaan yang benar.

label tidak boleh memuat gambar Bayi dan wanita atau sesuatu
yang mengunggulkan penggunaan Susu Formula Bayi baik dalam
bentuk gambar ataupun kalimat. Label tidak boleh menyatakan
Susu Formula Bayi memiliki kualitas yang sama dengan ASI;

istilah menyetarakan dengan manusia, ibu atau istilah
serupa/semakna, tidak boleh digunakan;

pada label harus dicantumkan informasi bahwa bayi usia 6 (enam)
bulan ke atas harus diberi MP-ASI selain formula lanjutan, sesuai
kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya;

pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebelum usia 6
(enam) bulan harus atas petunjuk dokter; dan

label produk harus jelas sehingga konsumen dapat membedakan
antara Susu Formula Bayi, susu formula lanjutan dan formula
bayi untuk keperluan medis khusus.

Pasal 24 ...
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Pasal 24

Pelabelan pada Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BAB VII
SPONSORSHIP KEGIATAN

Pasal 25

Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan,
penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di
bidang kesehatan, Konselor Menyusui dan termasuk keluarganya
dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen dan/atau
distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang
dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pemberian bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula
bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan,
penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau
pertemuan lain yang sejenis.

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang
kesehatan dan wajib membuat pernyataan tertulis kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan gizi atau menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemberian bantuan diberikan untuk tenaga kesehatan
tertentu, harus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan
tenaga kesehatan yang bersangkutan wajib membuat pernyataan
tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat
dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.

Pemberian bantuan untuk membiayai kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menampilkan logo produk, nama produk
dan/atau merk dagang.

Setiap penerima bantuan, baik penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus
organisasi profesi di bidang kesehatan wajib memberikan laporan
kepada Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Produsen ...



(7)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk
Bayi Lainnya pemberi bantuan wajib memberikan laporan kepada
Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam rangka penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi
Lainnya diperlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan
maupun terorganisasi.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa :

a. pemberian dukungan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan
dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun;

b. ikut serta mengawasi penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk
Bayi Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan informasi yang aktual dan objektif tentang Susu
Formula Bayi;

d. memberikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam
memberikan ASI Eksklusif; dan

e. tidak menghakimi dan/atau menyudutkan ibu yang tidak dapat
memberi ASI Eksklusif.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui kegiatan konseling menyusui, memobilisasi
masyarakat melalui kelompok pendukung ASI, motivator ASI, dan
kader terlatih.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus
melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan Susu Formula
Bayi dan Produk Bayi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pemerintah ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non
kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Susu Formula
Bayi dan Produk Bayi Lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan :

a. agar penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
tidak menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

b. untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat,
fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan bahwa Susu
Formula Bayi hanya diberikan dalam keadaan tertentu; dan

c. agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam
pemberian Susu Formula Bayi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;

b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga
terlatih /Konselor Menyusui; dan/atau

c. monitoring dan evaluasi.
Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian,
gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi
dan/atau Produk Bayi Lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan
yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan
media luar ruang dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau
distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
obat dan makanan.

Pasal 30

Setiap produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan fasilitas
pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif oleh
pejabat yang berwenang berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis;

Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif
oleh pejabat berwenang berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri
Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu
Ibu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32 ...
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Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 750



GUBERNUR ACEH

PERAT URAN“ GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pemberian Air Susu Ibu merupakan bagian dari dari
pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif, bahwa setiap ibu yang melahirkan harus
memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya;

b. bahwa 80% (delapan puluh persen) perkembangan otak anak
dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun
(periode emas), sehingga diperlukan pemberian Air susu ibu
eksklusif selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai anak
berusia 2 (dua) tahun sehingga setiap ibu berkewajiban
memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bayi berhak
mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6
(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis serta selama pemberian
air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh
dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif,
Pemerintah Aceh dalam program pemberian ASI Eksklusif
bertanggungjawab melaksanakan advokasi dan sosialisasi
program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi serta
membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan
dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat
Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam
skala provinsi;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga
lainnya wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi
para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan;

f. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2010 tentang Kesehatan, Ibu harus memberikan Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam) bulan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan sampai dengan huruf {, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

" 2. Undang- ..../2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/Menkes/ 1985 tentang
Pengganti Air Susu Ibu; '

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/ menkes/SK/ IV/ 2004
tentang Pemberian ASI Secara Ekslusif di Indonesia;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /menkes/per/x/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual,;

Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor
48 /men.pp/XI1/2008, Nomor dan Nomor 1177/menkes/PB/
XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu
Kerja di Tempat Kerja;

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009
Nomor 6);

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran
Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN : ...../3
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan Kkesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus wuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh
seorang Gubernur.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA
adalah wunsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga
Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain; atau

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Tenaga Honorer/Kontrak adalah pegawai yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas)
bulan.

13. Air ..../4
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil
sekresi kelenjar payudara ibu sebagai sumber makanan bayi yang
baru lahir sampai dengan anak berusia 24 (dua puluh empat) bulan.

ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI kepada bayi tanpa
menambahkan, dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman
lain yang dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak bayi dilahirkan.

Susu Formula adalah susu yang dibuat dari susu sapi atau susu
buatan yang diubah komposisinya hingga dapat dipakai sebagai
pengganti ASI.

Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA
adalah catatan berisi Kesehatan Ibu (Hamil, Bersalin dan Nifas)
dan Anak (Bayi baru lahir sampai usia anak 6 tahun) serta
berbagai informasi cara memelihara dan merawat Kesehatan Ibu
dan Anak.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh pemerintah, dan/atau masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan yang tertutup,
terbuka, bergerak atau tetap dan dijadikan sebagai tempat untuk
bekerja atau tempat lainnya yang sering dimasuki untuk
keperluan suatu usaha.

Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan
menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat
cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.

Tempat Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh
masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar
tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api,
hotel, tempat wisata dan lain sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berasaskan keislaman, perikemanusiaan,
keseimbangan, kemanfataan, kebenaran, perlindungan, penghormatan
hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan, dan non diskriminatif.

Pasal 3

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk membangun

hubungan emosional antara anak dan ibu.

(2) Pengaturan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif, bertujuan :

a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI
segera setelah dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan;

b. menjamin kewajiban ibu untuk memberikan ASI eksklusif
kepada bayinya;

c. meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah
Aceh dalam pemberian ASI eksklusif;

d. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi
bayi untuk mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatkan ASI;

e. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi
ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada;

f. memberikan kesempatan kepada suami untuk mendampingi;

meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat dan
Pemerintah Aceh terhadap pemberian ASI Eksklusif;

h. menurunkan angka stunting (tinggi badan terhadap umur
dibawah rata-rata) di Aceh; dan

i. meningkatkan inteligensia anak.
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BAB II

INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

(1)

(1)

(1)

(1)

Bagian Kesatu
Inisiasi Menyusu Dini
Pasal 4

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan wajib memberikan kesempatan kepada bayi yang baru
lahir untuk melakukan inisiasi menyusu dini.

Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sedini mungkin segera setelah bayi dilahirkan
dengan meletakkan bayi di dada atau perut ibu dimana kulit bayi
melekat pada kulit ibu (skin to skin contact) selama paling kurang
1 (satu) jam.

Pasal 5

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat
gabung, kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Penempatan dalam ruang rawat gabung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI
Eksklusif kepada bayi.

Bagian Kedua
Pemberian ASI Eksklusif
Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif
selama 6 (enam) bulan kepada Bayi yang dilahirkan, kecuali :

a. indikasi medis; dan/atau
b. kondisi khusus.

Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan oleh dokter yang berwenang.

Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, maka
penetapan indikasi medis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menetapkan
indikasi medis harus mengacu pada standar profesi, standar
pelayanan kedokteran, dan standar prosedur operasional.

Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan
ASI Eksklusif karena ibu meninggal atau ibu tidak diketahui
keberadaannya.

Bagian Ketiga
Informasi dan Edukasi
Pasal 7

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan
wajib memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai
pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya
sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian
ASI Eksklusif selesai.

Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada keluarga dan juga melalui Buku KIA.

Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
dapat diberikan oleh tenaga terlatih.

Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui konseling dan pendampingan.

Apabila ibu mengalami masalah yang timbul selama menyusui,
penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan nomor
kontak yang bisa dihubungi 24 jam oleh ibu untuk memberi
bantuan terhadap masalah yang dialami.
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Bagian Keempat
Sanksi Administratif
Pasal 8
Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja :

a. memberikan susu formula kepada bayi tidak atas pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. tidak memberikan kesempatan kepada bayi yang baru lahir untuk
melakukan inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1);

c. tidak menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat gabung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

d. tidak memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai
pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya
sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian
ASI Eksklusif selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

dapat diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang

berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin praktik/izin kerja.

Pasal 9

Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan

sengaja :

a. memberikan susu formula tidak berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. tidak memberikan kesempatan kepada bayi yang baru lahir untuk
melakukan inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1);

c. tidak menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat gabung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

d. tidak memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai
pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya
sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian
ASI Eksklusif selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

dapat diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang
berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau

d. pencabutan izin.

BAB III
PENGGANTI ASI
Pasal 10

(1) Setiap ibu melahirkan berhak menolak pemberian susu formula
dan/atau produk formula lainnya yang dapat menghambat
keberhasilan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang
dilahirkannya.

(2) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain
sehingga tidak dapat memberikan persetujuan, hak menolak atau
menyetujui pemberian susu formula atau produk susu lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga
terdekat.

(3) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan ASI melalui
ibu susuan atau donor ASI.

(4) Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan wurusan
pemerintahan dibidang kesehatan dapat mengupayakan penyediaan
sarana prasarana untuk donor ASI (Bank ASI) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 ..../7
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Pasal 11

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat
diberikan susu formula.

Pasal 12

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima, memberikan dan
mempromosikan susu formula dan produk lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima,
memberikan, dan mempromosikan susu formula dan produk lainnya
yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan
pelayanan dan peralatan di bidang kesehatan atas biaya yang
disediakan oleh dari produsen atau distributor susu formula dan/
atau produk lainnya.

(3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima
sampel ataupun sumbangan susu formula dan/atau produk lainnya
kecuali untuk keperluan penelitian.

Pasal 14

(1) Produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya
dilarang melakukan kegiatan :

a. memberikan sampel secara cuma-cuma atau sesuatu dalam bentuk
apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan atau wanita hamil
atau ibu yang melahirkan, atau menjajakan, menawarkan atau
menjual langsung ke rumah-rumabh;

b. memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam
bentuk apapun atas pembelian susu formula dan/atau produk
lainnya sebagai daya tarik dari penjual, atau

c. menggunakan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang
susu formula dan/atau produk lainnya kepada masyarakat.

(2) Karyawan produsen atau distributor susu formula dan/atau produk
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memakai
pakaian atau identitas lainnya yang menyerupai tenaga kesehatan.

Pasal 15

(1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen
atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya yang dapat
menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diberikan
kepada keluarga, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas
pelayanan kesehatan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jika bantuan tersebut ditujukan untuk biaya pelatihan, penelitian
dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lain
sejenisnya yang tidak berhubungan dengan nutrisi bayi.

Pasal 16

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan,
pertemuan ilmiah dan kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat dilakukan selama memenuhi
persyaratan :

a. pelaksanaan secara terbuka;

b. tidak mengikat;

c. hanya diberikan melalui institusi pendidikan kesehatan, dan/atau
fasilitas pelayanan kesehatan; dan

d. tidak menampilkan dalam segala bentuk logo dan nama produk susu
formula dan/atau produk lainnya yang dapat menghambat pemberian
ASI Eksklusif pada saat dan selama kegiatan berlangsung.
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Pasal 17

(1) Setiap produsen atau distributor susu formula dan/atau produk
lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada
tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali dalam
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Setiap produsen atau distributor susu formula dan/atau produk
lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melapor kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
a. nama penerima bantuan;
b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan; dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 18

(1) Institusi pendidikan kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan
kesehatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf ¢ wajib memberikan laporan kepada Gubernur atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. nama pemberi bantuan;

b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan; dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Tenaga kesehatan yang menerima bantuan melalui institusi pendidikan
kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c¢ wajib memberikan pernyataan
tertulis bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
Pasal 21

Iklan susu formula untuk bayi, formula lanjutan dan/atau produk
lainnya yang diperuntukkan bagi bayi sampai dengan genap usia 1
(satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media
cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan
Gubernur dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat

keterangan bahwa susu formula yang bersangkutan bukan pengganti
ASI.

BAB IV
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Bagian Kesatu
Tempat Kerja
Pasal 22

(1) Pengusaha/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat
sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.

(2) Pengusaha/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat
sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk ruang
menyusui dan memerah ASI.

(3) Ruang menyusui dan memerah ASI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disediakan ruang yang layak dan nyaman bagi ibu dan
anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23 ..... /9
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Pasal 23

Tempat kerja yang wajib menyediakan ruang menyusui dan memerah

iASI bagi ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara

ain :

a. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan swasta; dan

b. Perusahaan.

Bagian Kedua
Tempat Sarana Umum
Pasal 24
Tempat sarana umum yang wajib menyediakan ruang menyusui dan
memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain :
fasilitas pelayanan kesehatan;
hotel dan penginapan,
tempat rekreasi;
terminal angkutan darat;
stasiun kereta api;
bandar udara;
pelabuhan laut;
pusat-pusat perbelanjaan;
gedung olahraga; dan
tempat sarana umum lainnya.

SR DRSO A0 op

Pasal 25

Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu
untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI
selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 26

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum
berkewajiban membuat peraturan internal yang mendukung
keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 27

Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dalam
program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.

b.

C.

menetapkan kebijakan daerah Aceh terkait program pemberian ASI
Eksklusif;

melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI
Eksklusif;

memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan
penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan
dan tempat sarana umum lainnya;

membantu Ibu cara menyusui dan mempertahankan meskipun ibu
dipisah dari bayi;

mengintegrasikan materi ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan
tenaga kesehatan formal dan nonformal;

membina, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian
program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan,
tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan
dengan ASI Eksklusif;

memberikan hak cuti hamil dan hak cuti melahirkan bagi para pekerja
perempuan sampai selesainya masa pemberian Asi Eksklusif;

cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksuf huruf
g, diberikan selama 180 hari (6 bulan) setelah waktu melahirkan.

BAB VI ..../ 10
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BAB VI
CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN
Bagian Kesatu
Cuti Hamil
Paragraf 1
Bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak
Pasal 28

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan
cuti hamil dan cuti melahirkan bagi :

a. para PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan; dan

b. suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan
yang hamil dan melahirkan.

(2) Cuti hamil bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak
perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.

(3) Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak
perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk
pemberian ASI Eksklusif.

(4) Cuti hamil bagi suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/
Kontrak perempuan yang hamil dan melahirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 7 (tujuh) hari sebelum
waktu melahirkan.

(5) Cuti melahirkan bagi suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/
Kontrak perempuan yang hamil dan melahirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 7 (tujuh) hari setelah
waktu melahirkan.

(6) Apabila cuti hamil tidak diajukan atau tidak diberikan, maka
jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) ditambahkan sebagai cuti melahirkan.

(7) Cuti melahirkan bagi suami PNS sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (5) diperhitungkan sebagai cuti tahunan pada tahunan
berkenaan.

Paragraf 2
Bagi Pekerja/Buruh
Pasal 29
(1) Perusahaan wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi :
a. para Pekerja/Buruh perempuan; dan
b. suami dari Pekerja/Buruh perempuan yang hamil dan melahirkan.
(2) Ketentuan mengenai Cuti Hamil dan Cuti melahirkan bagi
Pekerja/Buruh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan
antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja
bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

(1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun
terorganisasi untuk mendukung keberhasilan program pemberian
ASI Eksklusif.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui :

a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan
kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait
dengan pemberian ASI Eksklusif;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI
Eksklusif; dan/atau

d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif.

BAB VIII ...../11
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian
ASI Eksklusif sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Pasal 32

(I) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diarahkan
untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendanaan, peran
serta masyarakat dan penegakan hukum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui :

a. advokasi, sosialisasi, dan kampanye;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas; dan
c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling
lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur
ini ditetapkan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Agustus 2016
8 pzulgaidah 1437

~+*GUBERNUR ACEH
| R bty

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di-Banda Aceh

pada tanggal,

i 2016
g pzulcaidah 1437

EKRETARIS DAERAH ACEH /V

P V4

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 52

/
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ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA [

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF - ATURAN

2014

PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO. 1), 14 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK . bahwa bahwa bahwa bahwa bahwa bahwa Air Susu Ibu (ASI)
merupakan makanan sempurna bagi bayi karena
mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan
perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin
pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air
Susu lbu (ASl) yang merupakan hak mutlak bayi perlu
adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu
(ASI) kepada bayi.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859).

ISI PERATURAN DAERAH . Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:
Bab | Ketentuan Umum
Bab Il Pembinaan dan Pengawasan
Bab Ill Inisiasi Menyusu Dini
Bab IV Air Susu Ibu Eksklusif
Bab V Rawat Gabung
Bab VI Donor Air Susu lbu
Bab VII Informasi, Edukasi dan Pedoman
Bab VIII Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi
Lain
9. Bab IX Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum
10. Bab X Dukungan Masyarakat
11. Bab Xl Penghargaan
12. Bab XII Sanksi Administratif
13. Bab XlII Ketentuan Peralihan
14. Bab XIV Ketentuan Penyutup

CORSINCONT & L3 N

CATATAN . Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27
Februari 2014

. SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY



ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA [

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN

2014

PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.2), 13 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK :  bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi
partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan
keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH  : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

ISI PERATURAN DAERAH . Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:
Bab | Ketentuan Umum

Bab Il Tata Cara Pemberian dan Penghitungan
Bab Ill Tata Cara Pengajuan

Bab IV Penggunaan

Bab V Laporan Pertanggung jawaban

Bab VI Ketentuan Penutup

QRUIEErW N =

CATATAN . Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27
Februari 2014

. SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY



BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
2014

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA [

PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3) , 33 HALAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH

ISI PERATURAN DAERAH

bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan
barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan
Daerah.

Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827).

Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:

Bab | Ketentuan Umum

Bab Il Wewenang dan Tanggug Jawab

Bab Ill Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Bab IV Pengadaan

Bab V Penerimaan dan Penyaluran Barang Milik Daerah
Bab VI Penggunaan

Bab VII Penatausahaan

Bab VIII Pemanfaatan

Bab IX pengamanan dan pemeliharaan

Bab X Penilaian

. Bab Xl Penghapusan

Bab Xl Pemindahtanganan

Bab Xl pembinaan Pengendalian dan Pengawasan

Bab XIV Pembiayaan
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ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA [

15. Bab XV Tuntutan Ganti Rugi

16. Bab XVI Sengketa Barang Milik Daerah

17. Bab XVII Barang Milik Daerah yang Dipisahkan
18. Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain

19. Bab XIX Ketentuan Peralihan

20. Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27
Februari 2014
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ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA [

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014 - ANGGARAN

2014

PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.4) , 294 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan PeraturanDaerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH  : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 859);

ISI PERATURAN DAERAH . Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:
Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

CATATAN . Peraturan Daerah Kota ini Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 28 Februari 2014 dan diundangkan pada tanggal 3
Maret 2014

. SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY



Menimbang

Mengingat

WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena
mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi,
maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini
(IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi
perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI)

kepada bayi;

bahwa sesuai Pasal 129 Undang—-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota
Yogyakarta perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik
Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XI11/2008 Nomor
PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XIl/2008 tentang
Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau
Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 441);



14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama
6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air
putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu,
biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga
kesehatan.

Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali
pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa
bantuan paling singkat 1 (satu) jam.

Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi
yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.

Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak
memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.

Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah,
dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi
meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.

Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.

Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu
Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi

segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.



11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana
tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan
dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk
beraktivitas.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerabh.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah

Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;

b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;

c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan

atau produk bayi lain.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan

berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;

b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap

pemberian ASI Eksklusif.



(1)

(2)

(1)

@)

3)
(4)

(5)

BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang
meliputi:

a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;

b. membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI
Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja,
tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;

c. memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian
ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;

d. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

e. mengupayakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan
pemberian ASI Eksklusif;

f. memfasilitasi pelatihan teknis konseling menyusui; dan

g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin dan bidan praktek swasta
diwajibkan menyediaan tenaga konselor;

Ketentuan mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB Il
INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 5

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk
melakukan IMD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis
IMD baik pada ibu maupun pada bayi.

Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
Ketentuan mengenai tata cara IMD dan indikasi medis IMD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.



BAB IV
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 7

(1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis
pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Penentuan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
dokter.

(4) Dokter dalam menentukan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis pemberian ASI diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RAWAT GABUNG

Pasal 8

(1) Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan.

(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada
indikasi medis ASI yang ditetapkan oleh dokter.

(3) Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu

setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VI
DONOR AIR SUSU I1BU

Pasal 9

(1) Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh
pendonor ASI.

(2) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan
ASI.

(3) Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI
membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



(1)

(2)

BAB VII
INFORMASI, EDUKASI DAN PEDOMAN
Pasal 10

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI

Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak

pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 11

Pedoman program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui,

sebagai berikut :

a.

© o o0 T
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(1)

(2)

3)

membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf
pelayanan kesehatan;

melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
membantu ibu untuk melakukan IMD;

membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari
bayinya;

memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;

menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;

tidak memberi dot kepada bayi; dan

mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok
tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAIN
Pasal 12

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi, produk
bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.

Setiap orang dilarang melakukan pemberian susu formula bayi, produk bayi lain di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.

Dalam hal ibu yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat
melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh

keluarga bayi.



(4)

Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan

kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD.

Pasal 13

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Konselor menyusui

harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan susu formula bayi kepada

ibu dan/atau Keluarga bayi.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

@)

3)

Pasal 14

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan
susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif.

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan data ibu hamil, ibu bayi dan/atau bayi kepada
distributor susu formula dan/atau produk bayi lain.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan pengembangan
ilmu kesehatan atas izin dari pejabat yang berwenang.

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan kesehatan
atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat menghambat program
pemberian ASI Eksklusif.

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengadakan acara berkaitan dengan
ibu dan anak atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat

menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain dilarang melakukan
kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara
satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk
keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu
formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program
pemberian ASI Eksklusif termasuk untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan
pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lain yang sejenis.

Ketentuan mengenai kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.
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BAB IX
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16
Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian
ASI Eksklusif.
Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1),
penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan sarana umum dilarang bersumber dari produsen

atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain.

Bagian Kedua
Tempat Kerja
Pasal 17

Program ASI Eksklusif di tempat kerja wajib dimuat dalam peraturan perusahaan antara
pengusaha dan pekerja/burun atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Penyelenggara tempat sarana kerja wajib membuat peraturan yang mendukung keberhasilan
program pemberian ASI Eksklusif.

Penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui
dan/atau memerah ASI.

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Sarana Umum
Pasal 18

Penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif.

Penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui
dan/atau memerah ASI.

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
DUKUNGAN MASYARAKAT
Pasal 19

Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara

perorangan, kelompok maupun organisasi.
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Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan
kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau

d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 20

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Walikota dapat
memberikan penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja,
tempat sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dan unsur
masyarakat.

Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1)
dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

C. pencabutan izin.

Setiap produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain serta
penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan,
pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang
berwenang berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

C. pencabutan izin.

Mekanisme pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



BAB XllII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara
tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1

(satu) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta,
pada tanggal 27 Februari 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI
diundangkan di Yogyakarta,
pada tanggal 27 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : 1/2014



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

. UMUM

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan aspek pendukung keberhasilan pembangunan.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menekankan pola
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Indikator
keberhasilan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan
status gizi masyarakat. Dimana meningkatnya jumlah penderita gizi kurang. Hal ini dikarenakan
gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi masih kurang. Perbaikan perilaku gizi perlu dilakukan

pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.

Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi:
1. memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;

2. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan;

3. memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan;

dan
4. meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta

mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.

Penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua)
tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif.
Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya
mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain
disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga, kurangnya
dukungan tenaga kesehatan dan kurangnya dukungan masyarakat tentang manfaat pemberian
ASI EkskKlusif.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat

memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.



Mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal

129,

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu lbu

Eksklusif serta dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI

eksklusif, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk Peraturan Daerah mengenai
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8
Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15

Ayat 1
huruf a s/d f
huruf g

Ayat 1

Ayat 2 s/d 5

Ayat 1
Ayat 2 s/d 5

Ayat 1

Ayat 2s/d 4
Ayat 1

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pengertian Konselor Menyusui adalah orang yang telah mengikuti
pelatihan konseling menyusui dengan modul pelatihan standar
WHO/UNICEF selama 40 (empat puluh) jam.

IMD dilakukan sejak bayi lahir sampai bayi menyelesaikan proses
menyusui di atas dada ibu paling sedikit membutuhkan waktu 1
(satu) jam

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pengertian  pendonor ASI adalah seorang ibu
menyumbangkan ASI kepada Bayi yang bukan anaknya

yang

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang
mempromosikan” termasuk memajang produk susu formula bayi,
memberikan potongan harga produk susu formula bayi,
memberikan sampel susu formula bayi, memberikan hadiah
berupa produk susu formula bayi, memberikan informasi melalui
saluran telepon, media cetak maupun elektronik, memasang logo
atau nama perusahaan susu formula bayi pada perlengkapan
persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan
brosur, leaflet, poster dan yang sejenis lainnya.

Cukup jelas.

menghambat program pemberian ASI Eksklusif yaitu pemberian
sampel gratis susu formula, ibu hamil dan bayi serta balita,
pemberian hadiah kepada ibu hamil atau ibu menyusui dari
produsen susu formula, iklan atau kegiatan lomba yang dilakukan
di sarana kesehatan, pemberian makanan pada bayi sebelum
kegiatan menyusui dimantapkan.



Pasal 16

Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23

Ayat 2

Ayat 3
Ayat 1

Ayat 2

kegiatan lain yang sejenis adalah pertemuan ilmiah atau
pertemuan organisasi profesi

Cukup jelas.

mendukung program pemberian ASI Eksklusif yaitu mengaktifkan
kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP — Ibu), Konseling menyusui
dan Kelas Ibu Hamil

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDLA’)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu
untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak
berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik
disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya,
ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun
sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;

bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak
tersebut, muncul  inisiasi  dari  masyarakat  untuk
mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu lbu serta Donor
ASI;

bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai
ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-
hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat
dari aktifitas tersebut;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang seputar masalah donor air susu ibu (istirdla’) guna
dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:
Aol ) aly o) 310 crad clalS Gl sa RN g Cmida g calall o)
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, vyaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan (QS Al-Bagarah: 233).

Aol ) (e ati) gl g alinun )i Al aSilgal g
Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara
sepersusuanmu (Surah Ali Imran 23).

ALl o ALl T8y ol saadiy A3y o Taislad Yy o8 D o 1 gislady
) Hak

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-
Maidah [5] :2)

a5 Of a8 (sa aS 52 ag alg Cuall (B aS sl Al Cull) o &) Sl Y
Cabandiall Giag ) ) agal) ) shacadl g
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Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil
(QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

M\Qﬁiig#ﬂ\j&iih\’!&h&)‘f

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang
dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan
daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa’atu Al-
Kabiir).

all Ca p e e gl ) Ga g
Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang
diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga
(HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-
Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab Yakhrumu Min Al-
Radhaa’ Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).

delaal) e delia L)

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkanm hukum radla’)
hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan
pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah
ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La
Radhaa’a Ba’da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab
Innamaa Al-Radhaa’ min Al-Majaa’ah).

Cleadl A ols LY glay Y

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia
dua tahun (HR Al-Daaruquthni, Kitab Al-Radhaa’ah).

Clady s QAN Ga J3 b Ol il e &) uy Adde oo
pohall g B3all dgle il (538 il plaa Guady (Al al (e Slaglaa
(plesa 019) OIAY (e 18 Lah C g

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan
dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan
yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian
dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang
diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di
dalam al-Quran” (HR. Muslim)

(Sl e 2513 5ol 81 5) sliaall i i () g5 aSkead) g 33l Agle ) ¢

Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta
menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis
mursal)



http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=791&ftp=alam&id=1000048&spid=791
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=791&ftp=alam&id=1000040&spid=791
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3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :
413 99 Al g W g A gy (0 (G D ¢ iy ol
ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak), maka
janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita

Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra :
71464).

4. Qaidah fighiyyah

walfal) a8a Jilusll
“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan
dituju “

aadl gla¥) b Jal)
Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita)
adalah adalah haram.

Aaladly Lske 4ol (1o Al i
“ Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas | terhadap rakyat
harus mengikuti kemaslahatan

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab
Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang
wanita mahram yang tidak teridentifikasi :

S AAe sy ol Clopans S Bgul dajaa chd) ¢ (g2

LY e Baal g A O ) e £ LS e S B ) LS S
Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita
yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah
mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita
mahram — yang sulit untuk dikenali — bagi lelaki yang akan
menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka
yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang,
pendapat ini adalah yang terkuat.

ESh ol Adla s (g piaS @) gty g Jad) Aida o A gguny ol 528 )
Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk
menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana
saja yang halal dinikahinya, atau wanita mahram tersebut
bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya,
misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka
ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia
menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan
mahram).

CR R o an al (b ) g (pay clalia) 613 gud L jaaly adad (o an
Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita
tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya
wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara
penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya
untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.
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2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

4 Juangy ¢ plai MU duay Gua ) Culll Gy A a5l a et cudly
i A Bgaaally Sy 5, gLl Juany L plial) L pall) ) (s

. AL pla ) o it Mo ()\SE ¢ alliall hadl
Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat
melalui proses al-wajur — memasukkan air susu ke
tenggorokan tanpa proses menyusui langsung — karena
proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi
seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya
ASI tersebut — dengan proses al-wajur — juga berperan
dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses
pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena
persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa’uuth -
memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat
membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama
seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

Sl (a4 Juangg ¢ BLAT ML Juay Gun ) ol 4 ) Gy 138 (Y
¢ paill B dggln o) qagd ¢ pla YU duany La alial) LI pall

 phIS el S o el Shss (S8 ¢ adliall il Jase Y g
Hal seperti ini — memasukkan ASI tanpa proses langsung —
menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak
berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung
dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga
hukum keduanya — pemberian ASI secara langsung atau
tidak langsung — adalah sama yaitu, berlakunya hukum
mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-
Mughni (6/363)
A iy Adia o) R da ga g ¢ day aad ) Udlaual (e dolea qady
Aay G ald el e A pdla
.M\}\}Mm&wéiyﬁ‘fj‘éﬂls
Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali)
berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram
hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu
Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI
adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka
tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan
lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh
diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth
15/ ):

O am Jlsag ¢ daw e Y Al Lo Jila Y ey Ana¥) o glatial)

BRY) Nhay ABliacia) jean ¥ A3 o Jula alast)
Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad
Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan
jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan
susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya
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MENETAPKAN

Pertama

melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari
binatang tersebut.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir
pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT
DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA”)

Ketentuan Hukum
1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan

anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak
boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya
sepanjang memenuhi ketentuan syar’i.
Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. lbu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik

maupun mental.
b. Ibu tidak sedang hamil

Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka
1 menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi
pernikahan) akibat radia’ (persusuan).

Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi
menjadi depan kelompok sebagai berikut :

a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan
seseorang), VYaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari
Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).

b. Al-Furuu’ Min Al-Radhaa’ (keturunan dari anak susuan),
yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak
susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

C. Furuu” Al-Abawaini min Al-Radhaa’ (keturunan dari
orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan,
kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut
terus ke bawah (cucu dan cicit).

d. Al-Furuu’ Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati
min Al-Radhaa’ (keturunan dari kakek dan nenek
sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara
kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan
yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI.
Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram
sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa’ (ibu
sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu
susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu
susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).

f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa’ (istri dari
bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari
suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau
keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri
dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri
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kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu
pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

g. Zawjatu Al-lIbni wa Ibni Al-lbni wa Ibni Al-Binti min
Al-Radhaa’ (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu
sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan),
yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu
sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan
seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula
istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan
seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa’ wa Banaatu
Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan
cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan
sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari
istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang
anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut
telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka
anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram,
tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama
maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi
mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak
laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai
ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat
radla’ (persusuan) jika :

a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun
gamariyah.

b. lIbu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima
kali persusuan.

d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke
puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.

e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan
adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak
dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan
langsung atau melalui perahan.

7. Seorang muslimah bolen memberikan ASI kepada bayi non
muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan
ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.

8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam
pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk
komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujrah (upah)
diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk
jual beli ASI.

Kedua : Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengenluarkan aturan
mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.

2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI
serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam




Fatwa tentang Masalah-Masalah Terkait Dengan Berbagi Air Susu lbu (Istirdla’) 7

menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama
dan berpedoman pada fatwa ini.

Ketiga :  Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diperbaiki dan disesmpurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 4 Ramadhan 1434 H
13 Juli 2013M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

Nama . Yufi Musriyati, S.Gz

Tempat/tgl Lahir : Magelang, 26 Desember 1984

Alamat Rumah . JI. Mujair, SP 1 Wahau, Desa Wanasari,
Kec. Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan
Timur

Nama Ayah : M. Muhajari (Alm)

Nama Ibu : Umiyati

Nama Suami . Hartono, S.H.I., M.S.I

Nama Anak . Queenindia Malica ElI-Wahaefiea Hartono

B. Riwayat Pendidikan
1. SDN 016 Desa Marga Mulya Tahun 1998
2. SMPN 2 Muara Wahau tahun 1998-2001
3. SMK Muhammadiyah | Borobudur Magelang tahun 2001-2004
4. D1 Magistra Utama Yogyakarta tahun 2004-2005

5. Sl Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2005-
2006 (Tidak Selesai)

6. S1 Universitas Respati Yogyakarta Jurusan Gizi tahun 2009-2013
C. Riwayat Organisasi

1. Palang Merah Remaja di SMPN 2 tahun 1999-2001

2. Pramuka di SMPN 2 tahun 1999-2001

3. OSIS di SMPN 2 tahu 1999

4. Palang Merah Remaja di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur tahun
2002-2004

5. Pramuka di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur tahun 2002-2004

6. OSIS di di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur tahun 2002-2004



7. Pelajar Pencinta Alam ( JAPALA) di SMK Muhammadiyah 1
Borobudur tahun 2002-2004

8. Paskibraka di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur tahun 2001-2004
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